
b. bahwa Peraturan Bupatl Muaro Jamili dimaksud dalam huruf a, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010; 

1. Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1985 Non,or 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncxnor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ncxnor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Ncxnor 62, Tambahan Lemb,r.m Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Ncxnor 01 Tahun 2010 tentang 
Atwaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu d~etapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Atwaran 

- f'endapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran-2010;·- ·--· -·-- -·----- · - - · 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR 03 TAHUN 2010 

TEKTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 

TAHUN ANGGARAN 2010 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

Mergingat 

Menimbang 

w 
BUPATI MUARO JAMBI 



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtlll 2004 Nomor 125, 
T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomOf 4437) sebagaimana telah dlubah beoorapa kall terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentarg Perubahan atas Unda~ndang Nomor 32 T.viun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor44, Tambahan Lembiwan Negara Republik Indonesia Nomor 368a); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3936); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 NOfnOf 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor4355 ); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
T001bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah NOITlOf 24 Tahun ~ ten1ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOITlOf 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 NOIT10f 94, Tambahan Lembaran Negiwa Republik Indonesia Nomor 4550); 

___ ----17. l'eraturan Pemerintah NomoL5!1.Jahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik.lndoneslaJahun 2005 Nomor 136, 
T001bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
T ambahan Lembaran Negara _Republik Indonesia Nomor 4575), 

19. Pe<aturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
NOITl()( 140, T001bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah (Lembaran Negiwa Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakl Kepata Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028); 

. 3. 

11. Undang-Undang Nomor 33 T ahun 2004 tentang Perimboogan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, T 001bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 



Rp. 513.029.918.665,00 

Rp 16.795.750.000,00 
Rp. 463.963.527.167,00 
Rp. 32.270.641.498,00 

a. Penclapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-Lain Penclapatan Daerah yang Sah 

Pual1 
Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdiri atas : 
1. Pendapatan 
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20. Peraturan Pemerintati Nomor 3 T ahun 2007 ten tang Laporoo Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewa:i Perwakilan Rakyat Daerah dan lnfonnasl Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2007 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4693); 

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alol<asi Umum Daerah Provins! dan Kabupaten/Kota Tatiun 
2010; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubati 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T ahun 2007; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 25 Tai>Jn 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Penclapatan dan BelanJa Daerah Tahun 
Angg.rai 201 O; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi NOl1lOf 02 Tai>Jn 2007 tentang Pokok.Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jam bi Nomor 01 ); 

25. Peraturan Oaerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2010 tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten 
Muaro Jambi Tahun Anggaran 2010( Lernbaran Daerah Kabupaten MuaroJambl Tahun 2010 Nornor 01); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TEl'fTANG PENJABARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMB! 
TAHUN ANGGARAN 2010. 

Menetapkan 



Rp. 200.276.660.511,83 

Rp. 530.029.918.665,00 

Rp. (17.000.000.000,00) 

Rp. 329.753.258.153,17 

Surplus I ( Defisit) 

Jumlah Belanja 

Rp. 18.577.291.500,00 
Rp. 71.741.565.888,00 
Rp. 109.957.803.123,83 

900.000.000,00 
35.896.467.000,00 

8.889.425.200,00 
22.000.000.000,00 

140.000.000,00 
500.000.000,00 

Rp. 261.427.365.953, 17 
Rp. 
Rp. 
Rp 
Rp. 
Rp. 
Rp, 
Rp. 
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b. Belanja L.angsung 
1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Belanja 
a. Belanja Tidal< Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Bunga 
3. BelanJa Subsidi 
4. Belanja Hibah 
5. Belanja Bantuan Soslal 
6. Belanja Bagi Hasil 
7. Belanja Bantuan Keuangan 
8. Belanja Tldak Terduga 

2. 



Pasal 4 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 3 merupakan bajllan yang~ terpisahkan dari Peraturan Bupati Muaro Jamili ini 

PasalS 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang dltetapkan dalam Peraturan Bupati 
dltuangkan 
Lebih lanjut dalMl Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah sesual dengan ketentuan Perundang-undangan. 

Pasal 2 
Ringkasan Pen)abaran Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanl 
dalam L.amplran I Peraturan Bupati Muao Jambi inl. 

Pasal 3 
P~baran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dir1nci lebih lanjut dala 
Lampiran II Peraturan Bupatl Muaro Jambi ini. 

0,00,· Rp. Sisa Leblh Pemblayaan Tahun Berkenaan 

17.000.000.000,00 Rp. Jumlah Pemblayaan Neto 

00,00 Rp. b. Pengeluaran 

17.000.000.000,00 Rp. 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalarn Berita Dae rah 
Kabupaten Muaro Jambi. 

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa14 
Lampiran sebagaimana terselxn dalarn Pasal 2 dan 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Muaro Jambi ini 

Pasaf 5 
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang dltetapkan dalam PeraturanBupati ini 
dltuangkan 
Lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Saluan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 

Pasa16 

Pasa13 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati Muaro Jambi ini. 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalarn Lampiran I Perauran Bupati Muaro Jambi ini. 

0,00,· Rp. Slsa Leblh Pemblayaan Tahun Blfkenaan 
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DI tetapkan di Sengeti 
pada tanggal 18 Februarl 2010 

BUPATI MUARO JAMBI, 

.&:: ... ~ 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 

H. SYAIFUDDIN ANANG 

Dlundangkan di Sengeti 

!)Ida tanggal 18 Februari 2010 

IEKRETARJS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, 


